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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apa saja yang menjadi Hambatan dan Tantangan Inklusi Perbankan Syariah dalam Digitalisasi Perbankan di Era Financial Technology (FINTECH). Metode penelitian yang digunakan adalah metode data koleksi melalui riset kepustakaa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Untuk menganalisa data, ketiga metode data analisis yang digunakan yaitu metode induktif, deduktif, dan komparatif.
Hasil penelitian adalah Perkembangan perbankan syariah memiliki beberapa kekurangan seperti: visi, modal, produk, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), pelayanan, informasi, pemahaman masyarakat; Kehadiran FINTECH mempengaruhi perbankan syariah yaitu memberikan kontribusi seperti: pelayanan yang mudah dan murah serta efektif dan efisien, membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk, memberikan dampak yang signifikan di beberapa aspek perekonomian, sekaligus menata kembali wajah industri keuangan syariah, pesatnya perkembangan FINTECH berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi, pendorong tercapainya inklusi keuangan, kehadiran sistem perlindungan konsumen yang kuat dan ekosistem digital, FINTECH perbankan syariah berkembang dengan masif di Indonesia, akan terjadinya FINTECH dan bank berkolaborasi menjadi satu.
Kata Kunci: Financial Technology, Digitalisasi Perbankan Syariah, Inklusi Keuangan

Abstract
This study aims to find out and examine what are the Barriers and Challenges of Islamic Banking Inclusion in the Digitalization of Banking in the Era of Financial Technology (FINTECH).The research method used isdata collection methods through library research.using qualitative analysis, which means describing the data processed in detail in the form of sentences (descriptive). Qualitative analysis is carried out starting from empirical analysis, which in its deepening is complemented by normative analysis.To analyze the data, the three methods of data analysis used are inductive, deductive, and comparative methods.
The research results areThe development of Islamic banking has several shortcomings such as: vision, capital, products, financing, human resources (HR), services, information, public understanding; Presence FINTECH influencing Islamic banking, namely contributing such as: easy and inexpensive services as well as effective and efficient, helping Islamic banks in the speed and accuracy in processing business operations and product marketing data, providing significant impact on several aspects of the economy, while at the same time rearranging the face of the Islamic financial industry, rapid development FINTECH directly proportional to the challenges faced, a driver for achieving financial inclusion, the presence of a strong consumer protection system and digital ecosystem, FINTECH Islamic banking with massive development in Indonesia, FINTECH and banjs wil collaborate together.
Keywords: Financial Technology, Digitalization of Islamic Banking, Financial Inclusion

A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, dunia usaha mulai dari perusahaan telekomunikasi, transportasi dan ritel, diramaikan dengan misi yang sama, yaitu mengusung inovasi pengembangan teknologi dan digital seiring dengan cara komunikasi, konsumsi dan transportasi yang berubah. Dunia keuangan dan perbankan pun tak luput dari disrupsi digital, hanya masalah siapa yang lebih dulu mengimplementasi dan sejauh mana mereka bertransformasi. Perubahan ini diharapkan mampu mendobrak anggapan klasik bahwa perbankan adalah industri yang kaku, karena terbentur sistem serta regulasi yang ketat (Leonardo, 2017).
Bank adalah jantung perekonomian negara, tanpa perbankan kegiatan ekonomi menjadi lumpuh. Ketika dunia perbankan maju pesat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Perbankan merupakan pusat transaksi ekonomi. Dalam perbankan ritel ditentukan oleh penyerapan dana pihak ketiga dan ekspansi usaha perbankan ditentukan oleh pembiayaan. Lembaga bank memediasi masyarakat yang surplus unit dilendingkan kepada yang defisit unit (Salam, 2018). Perbankan digital dianggap menjadi cara baru berbisnis terutama berkat potensinya untuk menghemat biaya. Bank sebaiknya melihat bahwa hal tersebut bukan sekedar mendigitalisasi produk yang sudah ada, tapi merubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat. Misalnya; memahami pain point masyarakat - seperti mencicil kredit rumah, merencanakan pendidikan anak, investasi pensiun dan hari tua - kemudian menganalisa hambatan, dan membangun solusinya (Leonardo, 2017).
Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dan pergeseran. Kesuksesan bisnis saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh seberapa cepat perusahaan dapat merespons perubahan tersebut. Transformasi mendesak dunia perbankan adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi tidak hanya sekedar bertujuan untuk memindahkan transaksi manual menjadi otomatis. Digitalisasi perbankan memiliki arti yang lebih luas terutama untuk memenuhi kebutuhan konsep bisnis perbankan, menyediakan layanan terkini guna menguatkan customer transaction behavior. Bermunculannya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (Fintech) memaksa industri perbankan syariah harus berbenah. Fintech memiliki teknologi dan inovasi untuk menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan tradisional (Salam, 2018).
Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology” (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Sukma, 2016). Konsep FINTECH tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowd funding (Siregar, 2016). Konsep di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, Tris Yulianta, mengungkapkan bahwa lembaga perbankan perlu memanfaatkan penerapan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital (Apriyani, 2016).
World Economic Forum (2015) memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Hal ini mempertegas peluang inklusi keuangan digital, diperkuat dengan kenyataan baru sekitar 36 persen orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank atau sekitar 120 juta orang masuk dalam kategori unbanked. Kontradiksinya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, berkat perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan smartphone atau perangkat genggam (Salam, 2018). Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil survei yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Maret 2015, yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia naik dari 71,9 juta di 2013 menjadi 88,1 juta pengguna hingga akhir 2014, atau sekitar 34,9 persen dari total jumlah penduduk saat ini (Heriyanto, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal jumlah, penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar, bahkan melebihi populasi gabungan negara-negara lain di ASEAN, dan telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan, seperti jual beli secara online (e-commerce), interaksi sosial secara digital, buku elektronik, koran elektronik, transportasi publik (taksi dan ojek), layanan pendukung pariwisata, serta financial technology (Siregar, 2016). Jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 83,7 juta tingkat pengguna teknologi finansial, dalam hal ini akses internet di Indonesia, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan dapat dicermati secara detail pada tabel 1 berikut ini (Julianto, 2016):
Tabel 1
Penggunaan Internet di Indonesia BerdasarkanOpiniNasabah 6 Bank 
Tahun 2012-2015
	Tahun
	Jumlah Penduduk
	Jumlah Pengguna Internet
	Penetrasi Pengguna Internet

	2012
	240.000.000
	22%
	26%

	2013
	245.000.000
	30%
	34%

	2014
	248.000.000
	37%
	44%

	2015
	250.000.000
	42%
	56%


        Sumber: Sharing Vision (2013) dalam MRI (2016)

Selain faktor penggunaan teknologi finansial untuk akses ke lembaga perbankan yang masih relatif rendah, faktor lain yang menjadikan masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam mengakses layanan perbankan, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) adalah tidak meratanya akses terhadap layanan perbankan tersebut. Tidak meratanya akses terhadap layanan perbankan hingga kini masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh lembaga perbankan, khususnya masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga perbankan dan jasa keuangan tersebut, yang disebabkan oleh kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Habibi, 2016).
Saat ini industri teknologi dan komunikasi, peritel, serta agen perjalanan telah mengembangkan sistemnya untuk masuk ke pasar perbankan. Berawal dari interaksi sosial yang terus meningkat di berbagai media sosial (medsos), kemudian berlanjut ke transaksi jual beli secara elektronik, uang elektronik, penyimpanan dokumen melalui komputasi awan (cloud), dan tentunya perbankan. Hal itu membuat perbankan tak bisa lagi menutup mata terhadap kehadiran perbankan digital (digital banking). Setiap industri pun harus mempercepat penerapan digitalbanking agar mampu bersaing, baik dengan industri perbankan maupun lintas industri. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transaksimelalui electronic banking (e-banking) tumbuh cukup signifikan setiap tahun. Berdasarkan data 13 bank besar di Indonesia, frekuensi transaksi melalui e-banking pada 2012 tercatat 3,79 miliar transaksi dengan nominal Rp4.441 triliun. Kemudian, frekuensinya meningkat menjadi 4,73 miliar transaksi dengan nominal Rp5.495 triliun pada 2013 dan menjadi 5,69 miliar transaksi dengan nominal Rp6.447 triliun pada 2014. Pertumbuhan tersebut berpotensi meningkat sejalan dengan kecenderungan layanan bank mengarah pada digital banking. Pasalnya, selain memiliki fitur yang menarik dan nyaman digunakan, layanan e-banking memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Misalnya, transfer antarbank dan pembayaran kartu kredit, listrik, telepon, tagihan telepon seluler (ponsel), asuransi, internet, tiket penerbangan, serta virtual account. Kian maraknya bisnis dalam jaringan atau daring (online shop) dan meningkatnya pertumbuhan jenis serta jumlah smartphone pun turut andil dalam pertumbuhan transaksi e-banking (Probank, 2016). Jika selama ini digitalisasi layanan keuangan perbankan menggunakan SMS banking, Internet banking, Mobile banking, Brachless banking dalam upaya mendukung inklusi keuangan, tidak lama lagi akan diluncurkan Fintech lending untuk Bank Umum (Commercial Banks) dengan menerapkan Digital Branch (Press rilis OJK, 2017). Digital Branch adalah kantor cabang bank yang full digital. Nasabah dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri pada setiap Digital Branch. Pertumbuhannya yang pesat terlihat dari nilai investasi yang ditanamkan modal ventura (VC) ke startup Fintech. Tak kurang US$ 13,8 miliar sepanjang 2015, lebih dari dua kali penanaman modal selama 2014. Saat ini ada 19 Fintech yang bernilai di atas US$ 1 miliar atau kerap disebut “unicorn (Salam, 2018).
Kemudian, startup FINTECH dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pasalnya, startup FINTECH dapat menghadirkan merchant yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Startup FINTECH juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, startup FINTECH dapat menghapus adanya orang atau badan yang memberikan peminjaman dengan bunga tinggi untuk mengambil keuntungan. Adanya startup FINTECH bisa membuat sistem peminjaman uang dilakukan dengan cara yang transparan.
Perkembangan digitalisasi perbankan di atas merupakan gambaran kondisi digitalisasi keseluruhan dunia perbankan secara nasional dan internasional di Era Financial Technology, lalu bagaimana dengan perbankan syariah terkait dengan hambatan dan tantangan terutama dalam meratifikasi program inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. 
B. KAJIAN TEORITIK
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara (intermediary) antara pihak-pihak yang mengalami surplus unit dan pihak lain yang menalami kekurangan dana (defisit unit). Melalui bank, kelebihan dana tersebut disalurkan kepada pihak lain yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan prinsip ini terjadi hubungan bukan sebagai debitur dan kreditur, melainkan terjadi hubungan kemitraan antara penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena tingkat pendapatan laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan bagi hasil dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan manajer investasi profesional akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya menghasilkan laba. Disamping hubungan antara shohibul maal dan mudharib dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagi mudharib menawarkan produk-produk yang terikat dengan ketentuan syariah dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian jenis-jenis dan istilah-istilah produk yang digunakan adalah istilah yang bersumber dari syariah. Hal ini berdampak pada kurang familiarnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas. Karena itu, program inklusi keuangan pada bank syariah menjadi tujuan ganda, yakni selain dalam upaya akses masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus juga memahamkan (literasi) masyarakat akan produk-produk yang berlabelkan dan bertata cara sesuai yang diatur dalam syariah. 
Secara makro tujuan pembiayaan pada bank syariah adalah: (1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat melakukan akses ekonomi; (2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yakni untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana; (3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, membuka lapangan kerja baru. 
	Dari sisi masyarakat maupun penyedia jasa terdapat beberapa penyebab, diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah, jarak yang jauh ke lokasi kantor bank terdekat, mahalnya biaya untuk transaksi-transaksi dalam volume yg kecil, informasi yang masih terbatas, tingkat pengetahuan keuangan yang rendah, produk yang kurang sesuai serta faktor psikologi, image dan budaya ditambah dengan antrian yang panjang. Sedangkan dari pihak penyedia jasa keuangan berbagai kendala tersebut meliputi pendirian kantor cabang bank mahal, persyaratan yang ditetapkan oleh regulator yang sangat ketat, proses yang kompleks dan formalitas yang tinggi (Salam, 2018).

1. Konsep Inklusi Keuangan 
Inklusi keuangan adalah keterbukaan penyediaan akses dan penggunaan beragam layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau. Inklusi keuangan mencakup layanan keuangan yang berkelanjutan, relevan, hemat biaya dan bermakna bagi masyarakat yang kurang terlayani secara finansial terutama penduduk pedesaan (Nwanko, 2014). Layanan tersebut termasuk tabungan, pembiayaan, asuransi dengan cara yang cukup nyaman, handal, dan fleksibel dalam hal akses dan desain. 
Inklusi keuangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk hambatan keuangan, untuk mengakses layanan keuangan. Penerapan inklusi keuangan, akan membuka akses orang miskin (orang yang tidak memiliki agunan, tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat dipercaya, dan tidak dapat memperoleh kredit) ke layanan keuangan. Ini berarti membawa "orang-orang yang tidak bankable kepada lembaga-lembaga keuangan.Tujuan lainnya adalah (1) akses dengan biaya yang wajar untuk berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pembayaran dan layanan transfer untuk semua rumah tangga, (2) berkelanjutan keuangan dan kelembagaan untuk memastikan kesinambungan dan kepastian investasi, (3) persaingan untuk memastikan pilihan dan keterjangkauan untuk nasabah. Inklusi keuangan sebagai kisaran, kualitas dan ketersediaan layanan keuangan bagi yang tidak terlayani secara finansial (World Bank, 2014). Akses layanan yang aman, nyaman dan terjangkau yang tidak memadai bagi kelompok yang kurang beruntung dan rentan lainnya, termasuk penduduk berpenghasilan rendah pedesaan dan tidak berdokumen, yang tidak terlayani atau dikeluarkan dari formal sektor keuangan (TAFF, 2011). Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusi keuagan adalah: (1) Ketersediaan/akses, yaitu kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga; (2) Penggunaan, kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan); (3) Kualitas, apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan; (4) Kesejahteraan, dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa. 
Pendalaman sektor keuangan (financial deepening) merupakan sebuah termin yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya peningkatan peranan dan kegiatan dari jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi. Kedalaman sistem keuangan suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengalokasikan dana secara efektif ke sektor-sektor potensial, menimimalkan resiko dengan diversifikasi produk keuangan, meningkatnya faktor produksi dan meningkatkan efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut yang pada akhirnya meningkatkan investasi atau marginal produktivitas akumulasi modal dengan penggunaan yang semakin efisien. Suatu perekonomian yang sehat dan dinamis membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat yang memiliki dana lebih ke masyarakat yang memiliki peluang-peluang investasi produktif. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Seberapa besar kesempatan masyarakat untuk dapat megakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangam inklusif dalam ekonomi tersebut (Azwar, 2017).
Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat akan perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework (Bank Indonesia, 2014). Sejak saat itu banyak forum-forum internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), AFI, Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia (Bank Indonesia, 2014).
Sejak tahun 2000-an, keuangan inklusif telah secara luas digunakan sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk membangun negaranya. Di India, keuangan inklusif menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan dan kredit yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangarajan Committee, 2008). Di Indonesia, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014) Sederhananya, beberapa penelitian yang ada saat ini telah menghubungkan paling tidak tiga poin keuangan inklusif yaitu akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2008).
Upaya untuk meningkatkan financial inclusion dan menurunkan financial exclusion dari berbagai belahan dunia dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania dan melalui berbagai program terpisah, misalnya edukasi keuangan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Strategi keuangan inklusif di Indonesia bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.
2. Digital Theory 
Digitalisasi adalah trend modern yang telah diperdebatkan sejak tahun 1980-an, saat itu komputer rumah mulai diperkenalkan ke pasar konsumen, yang kemudian membuka saluran baru bagi konsumen menjadi lebih komunal dan sadar akan isu-isu terbaru. Teknologi modern dan digitalisasi telah menghilangkan hambatan dari masyarakat modern, terutama waktu, ruang, perolehan data dan keterlibatan yang memungkinkan konsumen memiliki lebih banyak kebebasan berinteraksi dengan pihak lain tanpa memandang waktu atau ruang (Koiranen Dkk, 2010). Digitalisasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru dan memberikan peluang baru yang menghasilkan nilai. Hal ini merupakan bisnis digital dan integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari (Gartner, 2016). Digitalisasi adalah peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan aktivitas bisnis mereka. 
Di era digitalisasi dan otomatisasi banyak pekerjaan kantor dapat diproduksi lebih efisien dan dengan biaya rendah (Schinkel, 2000). Digitalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru (Schumann, & Tittmann, 2015).  Di sektor keuangan termasuk perbankan, digitalisasi dilihat sebagai pengembangan metode kerja dan lingkungan kerja. Kemajuan dalam teknologi informasi dan sistem komputer dilihat sebagai peningkatan positif, yang menjadikan bekerja lebih efisien dan cepat. Konsensus umum adalah bahwa karena digitalisasi, pelanggan akan menjadi lebih mandiri dan lingkungan kerja berubah menjadi lingkungan yang lebih digital, yang dapat mengubah seluruh organisasi. Telecommuting dan bekerja jarak jauh dari kantor akan menjadi lebih banyak metode kerja saat ini dan di masa depan, keterampilan digital menjadi semakin penting dan menjadi kebutuhan tenaga kerja (Finansial dan keskusliitto, 2015).
Teknologi digital telah menjadi transformasi di banyak perusahaan, dimana mereka telah menciptakan berbagai macam implementasi untuk mencapai manfaat penuh digitalisasi sektor bisnis, termasuk bisnis perbankan. Transformasi digital membutuhkan perubahan pada banyak elemen praktek perusahaan, seperti manajemen dan stuktur organisasi. Karena transformasi digital adalah perubahan signifikan dalam struktur organisasi, maka akan logis untuk menggabungkannya dengan strategi bisnis yang ada (Matt Dkk, 2015).
Evolusi teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan globalisasi yang dapat mempersingkat jarak dan waktu untuk berkomunikasi melalui digital elektronik. Teori digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manusia menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang kompleks namun fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Teori digital selalu berhubungan dengan media, karena media adalah sesuatu yang terus berkembang. media baru adalah media yang terbentuk dari interaksi manusia dengan teknologi. Diantara media modern tersebut adalah internet, mobile phone, social network, dan sebagainya. Media ini menjadi payung kehidupan yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan teknologi di abad ini. 
Internet sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, ditambah lagi dengan terus berkembangnya inovasi-inovasi teknologinya. Media internet dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bisnis (e-commerce), pendidikan (e-learning), perbankan (m-banking), termasuk jejaring internet yang saat ini dijadikan media komunikasi seperti facebook, twitter, yahoo massenger dan sebagainya. 
Digitalisasi perbankan dapat menekan efisiensi. Digitalisasi perbankan dapat menurunkan biaya operasional perbankan hingga 25 %, bahkan mungkin lebih (McKinsey & Company, 2017). Merupakan investasi jangka panjang, yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan menurunkan anggaran investasi pembukaan cabang baru, cabang pembantu dan kantor kas kecil. Ada dua cara yang dapat dilakukan perbankan. Pertama, digitalisasi layanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah ke nasabah. Misalnya, membuka rekening digital melalui telepon pintar. Kedua, mengintegrasikan kegiatan perbankan dengan kehidupan nasabah sehari-hari. Seperti melalui aplikasi “Home Connect” untuk memudahkan calon klien menaksir harga rumah yang akan dibelinya berdasarkan harga rata-rata di kawasan tersebut. 
	Internet telah membuat revolusi dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan dari pada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh pelosok dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Resolusi dari internet menciptakan image baru, yaitu sebuah new media yang kebanyakan orang sudah menggunakannya pada saat ini. Ini merupakan sebuah implementasi dari perluasan ikon yang bersumber pada internet.

C. METODE PENELITIAN
Dalam mencapai tujuan studi ini, penulis mengidentifikasi sejumlah metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan dan menganalisis data. Data dikumpulkan dan dianalisa menghasilkan studi otoritatif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Studi dilakukan menggunakan metode data koleksi melalui riset perpustakaan. 
Data yang diperoleh adalah dari bahan yang terdiri dari literatur berbahasa Arab maupun inggris, perbankan Islam, jurnal dan materi lainnya di perpustakaan atau pusat sumber pengetahuan. Untuk menganalisa data, ketiga metode data analisis telah digunakan yaitu metode induktif, deduktif, dan komparatif. Metode induktif adalah cara menganalisis data untuk mencari bukti dari argumen yang spesifik untuk mencapai proposisi umum. Metode ini digunakan untuk membuat mendefinisikan dan menjelaskan fungsi dan pengembangan internet, khususnya di perbankan syariah. Metode deduktif adalah cara menganalisis data dan melakukan penulisan pada fakta-fakta yang umum untuk fakta-fakta sifat tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis perbuatan dan fatwa kontemporer terkait dengan transaksi di internet perbankan. Metode komparatif adalah membuat perbandingan antara data yang dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dengan penelitian masalah. Metode ini dengan membuat perbandingan antara ketentuan yang ada dalam bertindak dengan fatwa atau buku-buku fiqih kontemporer. 
D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
	Berdasarkan beberapa temuan dan fakta yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, pembahasan ini akan merujuk pada temuan dan fakta terkait hambatan dan tantangan Fintech yang akan dihubungkan dengan teori dan peraturan-peraturan yang terkait. Untuk lebih mudah memahami hal ini, berikut adalah tabel Hambatan dan Tantangan FINTECH.
Tabel 2
Hambatan dan Tantangan FINTECH
	Hambatan
	Tantangan

	· Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas perbankan
· Modal yang belum memadai
· Perbankan syariah masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal
· Produk yang tidak variatif
· Kualitas SDM yang belum memadai
· Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap bank syariah
· Minimnya informasi Bank Syariah.
· Sumber daya manusia (SDM) masih terbatas.
· Jaringan dan kantor cabang yang terbatas
· Penerapan standar tingkat kesehatan perbankan.
· Produk atau fitur layanan bank syariah terbatas
· Stigma yang terakhir adalah penggunaan istilah Islam di bank syariah yang kurang dipahami.
· Banyak yang masih bingung membedakan mana Fintech yang ilegal dan legal.
	· Kehadiran sejumlah perusahaan Fintech turut berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah dalam pelayanan yang mudah dan murah serta efektif dan efisien.
· Fintech telah dan akan membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk.
· Kolaborasi antara perbankan syariah dan perusahaan tekfin akan memberikan dampak yang signifikan di beberapa aspek perekonomian, sekaligus menata kembali wajah industri keuangan syariah. 
· Perbankan syariah mengejar ketertinggalannya dari perbankan konvensional akan cukup memakan waktu dan biaya. Salah satu solusi yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan layanan digital yang dimiliki oleh perusahaan tekfin.
· Pesatnya perkembangan Fintech berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi
· Fenomena winner takes all yang terjadi pada perkembangan e-commerce. Winnest takes all ketika segelintir platform e-commerce memonopoli pasar 
· Fintech menjadi pendorong tercapainya inklusi keuangan, perlu manajemen risiko melalui model regulatory sandbox, kehadiran sistem perlindungan konsumen yang kuat, dan adanya ekosistem digital
· Perusahaan-perusahaan financial technology atau Fintech berkembang dengan masif di Indonesia
· Ada kolaborasi. Tidak ada namanya Fintech, tidak ada yang namanya bank. Semua akan jadi satu



 Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan tabel tersebut beberapa hambatan dan tantangan inklusi perbankan syariah dalam digitalisasi perbankan di era Financial Technology (FINTECH). Ada beberapa hal penting yang akan dibahas mengenai hambatan dan tantangan (1) Perkembangan perbankan syariah memiliki beberapa kekurangan seperti: visi, modal, produk, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), pelayanan, informasi, pemahaman masyarakat; (2) Kehadiran Fintech mempengaruhi perbankan syariah yaitu memberikan kontribusi seperti: pelayanan yang mudah dan murah serta efektif dan efisien, membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk, memberikan dampak yang signifikan di beberapa aspek perekonomian, sekaligus menata kembali wajah industri keuangan syariah, Pesatnya perkembangan Fintech berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi, pendorong tercapainya inklusi keuangan, kehadiran sistem perlindungan konsumen yang kuat, dan adanya ekosistem digital, Fintech perbankan syariah berkembang dengan masif di Indonesia, akan terjadinya Fintech dan bank berkolaborasi menjadi satu.
Hal yang mendasari hal-hal yang telah dijelaskan diatas adalah tidak jauh dari beberapa hal yang mendasari terkait dengan keadaan dilapangan, kebijakan, peraturan, dan peran-peran tertentu. Sebagai berikut ini:
1. Keaadan dilapangan yang terjadi seperti berikut: Modal yang kurang memadai menjadikan perbankan syariah sulit untuk mengembangkan struktur dan segmen layanan. Dari 12 BUS hanya 10 BUS yang memiliki modal kurang dari 2T. Nilai pengembalian pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah. CASA yang belum efesien seperti bank konvensional. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh oleh bank. Bank syariah mengalami darurat sumber daya manusia (SDM), Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah di Indonesia masih jauh dari jumlah jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank konvensional. Masalah standar laporan keuangan perbankan syariah yang dituntut menyajikan laporan keuangan sebagai lembaga keuntungan juga terkait dengan laporan keuangan bank yang fungsinya sebagai fungsi sosial. Setiap produk atau fitur yang dikeluarkan pihak bank tidak boleh keluar dari prinsip Islam. Dalam bank syariah tentunya kita temui penggunaan akad-akad dalam operasional bank yang memakai bahasa Arab yang sulit dimengerti masyarakat awam. Proses pembiayaan bank syariah selama ini masih banyak yang dilakukan secara manual, dengan keterbatasan skill SDM dan masih manualnya proses pembiayaan ini membuat waktu yang dibutuhkan selama lama dan kurang efisien. Sektor perbankan syariah di Indonesia masih belum memiliki teknologi memadai seperti perbankan konvensional yang bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanannya. Kolaborasi perbankan dengan tekfin pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh banyak negara di dunia. Secara spesifik dalam mengembangkan layanan terhadap pasar yang belum tergarap sebagai inklusi keuangan. Ini merupakan hal yang umum di negara mapan, maupun negara berkembang. Penyaluran pinjaman Fintech lending tembus Rp 33,2 triliun per Mei 2019, sementara transaksi Fintech payment Rp 47,1 triliun di 2018.
2. Peraturan-peraturan dan kebijakan yang mendasari: Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. 
3. Peran DSN-MUI dalam FINTECH : menerbitkan 2 fatwa tentang FINTECH, mendorong keluarnya POJK/PBI Fintech Syariah, mensimplifikasi proses kesesuaian syariah kepada DSN MUI seperti industry yang berada di bawah regulator melakukan kesesuaian syariah sesuai dengan standar industry keuangan, hanya rekomendasi DPS dengan ketentuan tertentu dan industri yang tidak dibawah regulator OJK dan BI melakukan sertifikasi Syariah, memberikan pelatihan khusus DPS Fintech Syariah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
	Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang hambatan dan tantangan inklusi perbankan syariah dalam digitalisasi perbankan di era financial technology (FINTECH) adalah sebagai berikut:
a. Perkembangan perbankan syariah memiliki beberapa kekurangan seperti: visi, modal, produk, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), pelayanan, informasi, pemahaman masyarakat;
b. Kehadiran FINTECH mempengaruhi perbankan syariah yaitu memberikan kontribusi seperti: pelayanan yang mudah dan murah serta efektif dan efisien, membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk, memberikan dampak yang signifikan di beberapa aspek perekonomian, sekaligus menata kembali wajah industri keuangan syariah, pesatnya perkembangan FINTECH berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi, pendorong tercapainya inklusi keuangan, kehadiran sistem perlindungan konsumen yang kuat dan ekosistem digital, FINTECH perbankan syariah berkembang dengan masif di Indonesia, akan terjadinya FINTECH dan bank berkolaborasi menjadi satu.

2. Saran
a. Penguatan Perbankan Syariah diberbagai bidang yang kurang seperti: visi, modal, produk, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), pelayanan, informasi, pemahaman masyarakat, sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional.
b. Sekuritisasi dapat meningkatkan keterserdiaan dana bagi bank syariah. Modal dalam perbankan syariah harus diperkuat secara signifikan agar dapat memadai untuk melakukan ekspensasi.
c. Bank syariah harus memperketat standart underwriting dan aktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang mengalami dampak perlambatan ekonomi.
d. Sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah harus berkualitas, seperti beretika, paham tentang perbankan syariah dalam hal akadnya, agar dapat mendorong perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah lebih maju.
e. Perbankan syariah diharuskan memperbaharui kembali teknologi yang digunakan agar teknologi yang digunakan tidak tertinggal jauh dengan lembaga keuangan yang lainnya. 
f. Bank syariah diharapkan mendapatkan dana yang lebih murah dan perlu masuk dalam pengelolaan dana pemerintah. 
g. Pemerintah dan otoritas perlu mendukung pertumbuhan FINTECH di Indonesia, seperti menyeimbangkan antara mitigasi risiko dan membuka ruang inovasi. Serta, perlu adanya pemahaman terhadap lanskap, ekosistem dan dinamika industri. Perlu kerjasama dan koordinasi antara semua pihak terkait.
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